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Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

PUTUSAN 

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

 بـســـــــــم الله الرحـمـن الرحـيـم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA DUMAI 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat 

pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:  

PENGGUGAT, NIK 1472045004900004, tempat tanggal lahir di Bangsal Aceh, 

10 April 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, 

Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik 

dengan alamat e-mail: safasurya21@gmail.com sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, NIK 1472041003740002, tempat tanggal lahir di Tareh, 10 Maret 

1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, 

pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota 

Dumai, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh 

wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;   

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 

2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai 

berikut;  

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 25 Juli 2011 telah 

dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang 

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama 

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/10/VII/2011 

tertanggal 25 Juli 2011;  

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan 

Tergugat berstatus jejaka;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga 

berpisah;  

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah 

berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul);  dan telah dikaruniai 4 

(empat) orang anak yang masing-masing bernama: 

 a. (anak Pertama), NIK: 1472046105100001;  tempat tanggal lahir: Dumai 

21 Mei 2010 (13 Tahun);  Jenis Kelamin: Perempuan;  Pendidikan: 

SLTP/ Sederajat;  

 b. (anak Kedua), NIK: 1472046105100002;  tempat tanggal lahir: Dumai 21 

Mei 2010 (13 Tahun);  Jenis Kelamin: Perempuan;  Pendidikan: SLTP/ 

Sederajat;  

 c. (anak Ketiga), NIK: 1472042012160001;  tempat tanggal lahir: Dumai 20 

Desember 2016 (6 Tahun);  Jenis Kelamin: Laki-Laki;  Pendidikan: SD/ 

Sederajat;  

 d. (anak Keempat), NIK: 1472040409190003;  tempat tanggal lahir: Dumai 

04 September 2019 (3 Tahun);  Jenis Kelamin: Laki-Laki;  Pendidikan: 

Tidak/Belum Sekolah;  

 Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;  

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi 

dari rumah berpamitan kepada Penggugat dengan alasan pulang kampung;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan 

Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di 

seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 2 tahun 

2 bulan atau sejak bulan Mei tahun 2021 hingga saat ini, berdasarkan surat 

keterangan ghoib Nomor: XXXX/SK/BSA/VII/2023, yang dikeluarkan oleh 

Pemeritahan Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, 

tertanggal 24 Juli 2023;  

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan  

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan  Salah satu 

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya ;  

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih 

baik diputus karena perceraian;  

9. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan 

Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap 

Tergugat sesuai jumlah anak 4 (empat) orang anak Penggugat, yang 

namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam gugatan ini, dengan 

alasan sebagai berikut : 

 a. Bahwa 4 (Empat) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana 

pada angka 4 (Empat) adalah anak yang masih dibawah umur;  

 b. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan 

mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;  

 c. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan 

ini untuk dikabulkan;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat; 

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) 

untuk Anak-Anak yang bernama: 

 a. (anak Pertama), NIK: 1472046105100001;  tempat tanggal lahir: Dumai 

21 Mei 2010 (13 Tahun);  Jenis Kelamin: Perempuan;  Pendidikan: 

SLTP/ Sederajat;  

 b. (anak Kedua), NIK: 1472046105100002;  tempat tanggal lahir: Dumai 21 

Mei 2010 (13 Tahun);  Jenis Kelamin: Perempuan;  Pendidikan: SLTP/ 

Sederajat;  

 c. (anak Ketiga), NIK: 1472042012160001;  tempat tanggal lahir: Dumai 20 

Desember 2016 (6 Tahun);  Jenis Kelamin: Laki-Laki;  Pendidikan: SD/ 

Sederajat;  

 d. (anak Keempat), NIK: 1472040409190003;  tempat tanggal lahir: Dumai 

04 September 2019 (3 Tahun);  Jenis Kelamin: Laki-Laki;  Pendidikan: 

Tidak/Belum Sekolah;  

4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. 

SUBSIDER: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

 Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan 

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan 

oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum., Tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum 

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yang 

dikeluarkan oleh Lurah Nomor XXXX/SK/BSA/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 

yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat / tempat 

tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat 

didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

I. Bukti Surat  

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/10/VII/2011 tertanggal 25 Juli 

2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 147204XXXX02, Tanggal 

12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, 

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P.2; 

II. Bukti Saksi 

1. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi 

adalah Keponakan Penggugat;  

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan 

suami istri;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2011 di 

Kota Dumai; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota 

Dumai, Provinsi Riau; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) 

orang anak;  

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak 

pernah pulang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;  

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi begitu saja tanpa ada 

sebab dan Tergugat tidak ada lagi peduli dengan Penggugat;  

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;  

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah berusaha 

menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;  

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat berada 

dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat;  

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah 

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi 

adalah Kakak Ipar Penggugat;  

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan 

suami istri;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2011 di 

Kota Dumai; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota 

Dumai, Provinsi Riau; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) 

orang anak; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak 

pernah pulang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;  

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;  

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga sudah berusaha 

menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;  

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat berada 

dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat;  

 Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah 

diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir 

yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi 

putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang 

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai 

yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut 

hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang 

terhadap perkara ini; 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah 

terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas 

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan dalil 
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tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam 

perkara a quo ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu, berdasarkan 

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. 

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat wajib membuktikan 

mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh 

orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan 

ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan Pasal 

149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir                     

di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu 

dilakukan upaya mediasi; 

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah 

berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan 

menunggu Tergugat pulang untuk membina rumah tangga kembali dengan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 

154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 

33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta 

tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran 

yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan 
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oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan 

Pemerintan Nomor 9 tahun 1975; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi 

bernama SAKSI dan SAKSI yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana 

di bawah ini; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta 

otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) 

dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur 

formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut 

diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat 

data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat 

sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa 

hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

pada tanggal 25 Juli 2011 dan sampai sekarang belum pernah putus karena 

perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang 

berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi dari sebuah akta 

otentik berupa Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal 

bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan 

dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut, pada pokoknya memuat 

data yang relevan mengenai anak-anak Penggugat dengan Tergugat 

sebagaimana poin angka 4. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa 

Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak. 
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Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah 

orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan 

keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta 

masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh 

karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat 

formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa 

para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan 

didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana 

juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan 

ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan 

dinyatakan mempunyai nilai pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah 

dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan 

menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; 

− Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati 

Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak dapat merubah niat 

Penggugat untuk bercerai; 

− Bahwa setidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat; 

− Bahwa, sejak itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, dan 

Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan 

anak-anak Penggugat dengan Tergugat;  

− Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, 

Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian 

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
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1991/Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah 

cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan 

Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, 

gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup 

berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak 

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain 

merupakan fakta yang cukup. Dengan demikian telah sesuai pula dengan 

alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab 

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila 

perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, 

baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga 

tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum 

Ayat 21), tidak dapat tercapai; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan 

dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai 

pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi: 

لزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة ا

 .أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, 

sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu 

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai 

suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka 

Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh 
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orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan 

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah 

hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran 

semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam 

kitab Ahkamul Qur’an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis 

Hakim yang berbunyi:  

 .له  حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam 

persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat 

dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;  

Hak Asuh Anak: 

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh 

anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;  

Menimbang, bahwa sebegaimana yang telah dinyatakan terbukti diatas 

bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, 

dan ANAK. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat 

mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa selama berpisah 4 (empat) orang anak Penggugat 

dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak 

tersebut Majelis Hakim nilai masih sangat membutuhkan kehadiran Penggugat 

disampingnya karena anak tersebut masih dalam pengawasan Penggugat dan 

belum bisa mandiri dan segala sesuatunya masih bergantung kepada 

Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum 

sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta 

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, 

tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi 

perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya 

diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak (in-casu 
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Penggugat selaku ibu kandungnya). maka Majelis Hakim sepakat bahwa 

gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan; 

  Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat 

dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti 

Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya 

terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut 

tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk 

bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabilan 

tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan 

anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan 

pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat; 

Biaya Perkara:            

 Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya 

perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan 

kepada Penggugat; 

 Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di muka sidang, tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat; 

4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 

 a. ANAK, tempat tanggal lahir: Dumai 21 Mei 2010 (13 Tahun); Jenis 

Kelamin: Perempuan; 

 b. ANAK, tempat tanggal lahir: Dumai 21 Mei 2010 (13 Tahun); Jenis 

Kelamin: Perempuan;  
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 c. ANAK, tempat tanggal lahir: Dumai 20 Desember 2016 (6 Tahun); Jenis 

Kelamin: Laki-Laki;  

 d. ANAK, tempat tanggal lahir: Dumai 04 September 2019 (3 Tahun); Jenis 

Kelamin: Laki-Laki; 

 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat dan Penggugat wajib 

memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bisa bertemu dan 

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;  

5.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Wachid Baihaqi, S.H.I., 

M.H. sebagai Ketua Majelis, Muliyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H, 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H 

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Ketua Majelis,  
 

 

dto  
 

  

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. 

  

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, 

  

  

 dto dto  

  

  

Muliyas, S.Ag., M.H. Husnimar, S.Ag., M.H 
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Panitera Pengganti, 
 

dto  

 
Dian Trisnavita Hasibuan, S.H 

 

 

Rincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 

2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 

JUMLAH : Rp 430.000,00 

                (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) 
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